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ABSTRACT 
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BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Allah SWT menciptakan manusia dari sebidang tanah; mereka tumbuh dan 

berkembang di atas tanah tersebut, memperoleh rezeki untuk menghidupi diri 

mereka sendiri selama berada di atas tanah tersebut, dan mengubah tanah beserta 

isinya menjadi harta warisan yang bernilai ekonomi dan agama. 

Tanah merupakan contoh ketergantungan manusia terhadap suatu sumber daya 

alam atau kekayaan. Manusia mempertahankan hidupnya di atas tanah melalui 

pembangunan tempat tinggal (papan) dan memperoleh kebutuhan (makanan) 

dengan memanfaatkan kesuburan tanah. Tanah dikaitkan dengan dua dari tiga 

kebutuhan mendasar manusia—pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Tanah, 

isinya, dan kekayaan alam yang dikandungnya merupakan milik bersama bangsa 

Indonesia yang wajib dijaga dan dilestarikan. 

Ada hubungan yang langgeng antara masyarakat Indonesia dan wilayahnya. 

Bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam 

wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan 

bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mempunyai hubungan kolektif-individu 

dengan bumi, air, dan sumber daya alam yang menyusunnya; bangsa Indonesia 

memiliki kekayaan alam yang harus dilindungi dan dikelola secara efektif. 

Tanah dalam kehidupan masyarakat hukum adat merupakan hak bersifat 

kolektif-individual,karena kekerabatan masyarakat hukum adat berdasarkan garis 

keturunan dan kesatuan territorial. Hubungan manusia dengan tanah,baik secara 
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komunal-religius ataupun individual ekonomis bersifat turun temurun yang tidak 

dapat dipisahkan. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok- 

pokok Pokok Agraria menjamin kepastian hukum dan pengakuan serta 

penghormatan terhadap hak-hak atas tanah yang dimiliki bersama oleh rakyat 

(selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960). Tujuan 

diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 adalah untuk 

melaksanakan peraturan yang tertuang dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Bumi dan air dan kekayaan alam 

yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat.” 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1975 

tentang Ketentuan Mengenai Tata Cara Pengadaan Tanah (selanjutnya disebut 

Permendagri Nomor 15 Tahun 1975) telah memberikan pengaturan khusus 

mengenai pengadaan tanah di Indonesia sejak tahun 1975. Sejauh ini, beberapa 

peraturan pelaksanaan telah dicabut dan direvisi, antara lain sebagai berikut: 

1. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, yaitu Keputusan Presiden 

Republik Indonesia yang berkaitan dengan pengadaan tanah dalam rangka 

pelaksanaan pembangunan di bidang kepentingan umum. 

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

65 Tahun 2006 adalah perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 
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tentang Pengadaan Tanah Dalam Rangka Pembangunan. inisiatif demi 

kepentingan umum. 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 yang selanjutnya disebut Undang- 

Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, disahkan oleh pemerintah pada tahun 

2012. Undang-undang ini diharapkan dapat melindungi hak-hak semua pihak 

yang terlibat. pihak-pihak, termasuk masyarakat dan pemerintah, selama prosedur 

pengadaan tanah. 

Sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2012, pembangunan untuk kepentingan umum merupakan salah satu usaha 

pembangunan pemerintah yang dilakukan dalam rangka pembangunan nasional. 

Pengadaan tanah harus berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan 

pertanahan nasional dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, dengan mendahulukan asas kemanusiaan, keadilan, kemaslahatan, 

kepastian, keterbukaan, kerukunan, partisipasi, kesejahteraan, keberlanjutan, dan 

keselarasan selaras dengan kepentingan negara dan masyarakat. nilai-nilai 

kebangsaan, guna memperlancar pembangunan untuk kepentingan umum. 

Sebagaimana diatur dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2012, asas-asas yang mengatur pengadaan tanah harus selaras dengan nilai-nilai 

yang terkandung dalam Pancasila. Alternatifnya, pelaksanaan pengadaan tanah di 

Indonesia harus tetap berada dalam koridor Pancasila. Untuk menjamin keadilan 

bagi setiap pihak yang terlibat. Selain itu, selain pembangunan yang sejalan 
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dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, segala peraturan lain yang berkaitan dengan pengadaan tanah harus 

dilaksanakan dengan tujuan untuk mendorong pembangunan yang bermanfaat 

bagi masyarakat umum atau bangsa Indonesia. semua. 

Filosofi kolektivitas (kebersamaan),kepemilikan dan kemanfaatan Bersama 

terhdadap bumi,air,dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya Pasal 33 ayat 

(3): “Bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 

Negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Ketentuan 

kolektif bermakna,1orang banyak menjadi menjadi tujuan dan sasaran utama. 

Pemanfaatan bumi,air,dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebesar- 

besarnya untuk kepentingan umum dan kesejahteraan bersama. 

Konsep penguasaan negara mempunyai makna dikuasai oleh negara. Untuk 

“mengendalikan” berarti memiliki otoritas atas sesuatu; sebaliknya, “penguasaan” 

mengacu pada proses, metode, atau upaya yang terlibat dalam penggunaan kendali 

atau otoritas.2 

Jika membahas penguasaan tanah, yang dimaksud adalah kewenangan yang 

dimiliki pemerintah Indonesia untuk mengelola dan memanfaatkan seluruh 

sumber daya pertanian yang berada di bawah yurisdiksinya. Sesuai dengan 

pengertian penguasaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan 

 

 

 

1 H M Arba, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 

2021). 
2 Departemen Pendidikan, ‘Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua’, Jakarta: 

Balai Pustaka, 1995. 
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(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang 

berkaitan dengan obyek penguasaan: 

Sebaliknya, sebagaimana dikemukakan oleh Apeldoom,3 hak dapat diartikan 

sebagai suatu kekuatan yang diatur secara hukum (macht) yang didasarkan pada 

kebenaran moral. Namun, otoritas itu sendiri bukanlah suatu hak istimewa. Hak 

untuk mengatur didasarkan pada kewenangan yang dibenarkan secara hukum. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Van Vollenhoven sebagaimana dikutip 

Notonagoro, Negara sebagai lembaga utama suatu bangsa mempunyai wewenang 

untuk mengatur segala aspek kehidupan masyarakat. Selain itu, karena statusnya, 

negara mempunyai kewenangan untuk menetapkan peraturan hukum.4 

Perjanjian masyarakat mengatur bahwa setiap peserta mengalihkan sejumlah 

wewenang kepada kelompok (masyarakat) masing-masing, bukan kedaulatan. 

Meski demikian, kekuasaan negara bukanlah kekuasaan yang mutlak (postetstas 

legibus omnibus soluta), karena diwajibkan oleh beberapa ketentuan hukum, 

antara lain hukum ketuhanan dan hukum alam (leges natura et devinaea) dan 

hukum yang berlaku universal bagi semua bangsa (leges imperii). Yudha B. 

Ardhiwisastra berpendapat bahwa5 konstitusi negara mencakup ketentuan- 

ketentuan yang menggambarkan individu-individu yang diberi wewenang dan 

parameter-parameter yang membatasi pelaksanaannya. 

 

 

3 Van Apeldoorn, ‘Inleiding Tot de Stuidie van Het Nederland Recht.(Terjemahan Oetarid 

Sadino)’, Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Pradhya Paramita, 1985. 
4 Notonagoro, Politik Hukum Dan Pembangunan Agraria Di Indonesia / Notonagoro, 1984. 
5 Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Imunitas Kedaulatan Negara Di Forum Pengadilan Asing (Alumni, 
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Kekuasaan negara atas sumber daya alam bersumber dari rakyat yang lebih 

dikenal istilah hak bangsa. Subjek Negara mempunyai karakter sebagai suatu 

Lembaga masyarakat hukum,yang diberikan kekuasaan untuk mengatur,mengurus 

dan memelihara (mengawasi) pemanfaatan seluruh potensi sumber daya alam 

(natural resources) yang berada di wilayahnya.6 

Hak menguasai negara ialah konsep pemahaman bahwa negara adalah suatu 

organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat sehingga bagi pemilik kekuasaan,usaha 

mempengaruhi pihak lain dipegang oleh negara. Sebagai badan penguasa negara 

diberi kuasa untuk menjalankan kewajiban terciptanya kemakmuran rakyat.negara 

diberikan kuasa yang bersifat “dapat dipaksakan” untuk mengatur penguasaan hak 

atas tanah.7 

Tanah tersebut bukan milik negara. Namun diberkahi kewenangan atau 

kekuasaan yang dibatasi oleh Undang-Undang Pokok Agraria. Hal ini menjadi 

tanggung jawab badan penyelenggara negara, yaitu lembaga pemerintah pusat 

yang menjangkau daerah dan mempunyai kewenangan yang luas. Pelimpahan 

kewenangan tersebut dilaksanakan berdasarkan beberapa prinsip, antara lain 

keadilan, kompetensi dan pelaksanaan, penyampaian aspirasi, serta prinsip 

memperhatikan kondisi dan situasi daerah. Negara menerapkan prinsip-prinsip 

tersebut dalam upaya memenuhi tanggung jawabnya terhadap masyarakat.8 

 

6 Ronald Z Titahelu, ‘Penetapan Asas-Asas Hukum Umum Dalam Penggunaan Tanah Untuk 

Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat’, Disertasi Program Pasca Sarjana Pada Universitas 

Airlangga, Tidak Dipublikasikan, 1993. 
7 Winahyu Erwiningsih, ‘Pelaksanaan Pengaturan Hak Menguasai Negara Atas Tanah Menurut 

UUD 1945’ (Universitas Islam Indonesia, 2009). 
8 Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945 (Pustaka Sinar Harapan, 
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Secara konstitusional Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa : 

“bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. 

Dari ketentuan pokok tersebut jelas bahwa tujuan utama pemanfaatan fungsi 

bumi, air, dan ruang angkasa, selain sumber daya alam yang dikandungnya, 

adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

Pemberlakuan frasa “sebesar-besarnya rakyat” sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 33 ayat (3) merupakan akibat penguasaan negara atas ungkapan “sebesar- 

besarnya rakyat”. Walaupun kedua istilah ini mempunyai arti yang berbeda, 

namun keduanya saling berhubungan dan memiliki maksud dan tujuan yang sama. 

Karena fungsi kata dikendalikan ditentukan oleh kata yang digunakan, maka 

terdapat hubungan sebab-akibat di antara keduanya. Bahwa istilah tersebut 

digunakan karena adanya peraturan pemerintah.9 

Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 16 menyebutkan bahwa “Hak-hak atas 

tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah: a. hak milik, b.hak 

guna usaha, c.hak guna bangunan, d. hak pakai, e. hak sewa, f. hak membuka 

tanah, g. hak memungut hasil hutan, h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam 

hak-hak tersebut di atas yang akan yang akan ditetapkan dengan undang-undang 

serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.” 

Dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Penyelenggaraan  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum,  pada  mulanya 

 

9 Abrar Saleng, ‘Hukum Pertambangan, Yogyakarta’ (UII Press, 2004). 
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disebutkan frasa “Pembebasan Tanah”. Secara historis disebut sebagai akuisisi 

properti 

Hak atas tanah mempunyai fungsi sosial yang berarti hak atas tanah apapun yang 

ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan,bahwa tanah tersebut dipergunakan 

semata-mata untuk kepentingan pribadi. 

Pembebasan lahan, jika dilakukan untuk berbagai tujuan, sering kali 

menimbulkan perselisihan atau komplikasi dalam pelaksanaannya. Hal ini 

disebabkan adanya disparitas antara penafsiran literal das Sein yang dituangkan 

dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan perwujudan praktisnya di 

lapangan. Konflik sering muncul, terutama dalam hal pengembalian kerugian. 

Sebagai langkah awal menuju penghormatan terhadap hak dan kepentingan 

individu yang kehidupannya dikompromikan demi kepentingan publik, 

kompensasi harus diberikan dengan cara yang adil dan pantas. Namun dalam 

praktiknya, kompensasi seringkali diberikan secara asal-asalan dan tidak menaati 

peraturan perundang-undangan mengenai perhitungannya. Selain itu, tidak jarang 

bentuk imbalan ini juga disertai dengan paksaan yang membuat pihak yang 

dirampas hak atas tanahnya tidak mampu menerimanya, padahal hal tersebut tidak 

sesuai dengan harapannya dan menghalangi mereka untuk kembali atau 

membangun lahan baru. , meningkatkan keberadaan. 

Pelaksanaan pengadaan tanah dilakukan dengan mempertimbangkan implikasi 

praktis penggunaan tanah dan asas-asas hukum hak atas tanah. Secara teori, 

prosedur pengadaan tanah cukup memuaskan; Namun, karena budaya masyarakat, 
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masyarakat menganggap hak atas tanah adalah hak yang tidak dapat diubah dan 

mempunyai dampak negatif. Masyarakat berkeyakinan bahwa penentuan besaran 

kompensasi yang diperlukan untuk mengubah cara pandangnya berada di tangan 

masyarakat itu sendiri. Pembentukan perspektif bersama antara pemerintah dan 

masyarakat sangat penting. Adanya perbedaan pandangan yang terus menerus 

antara pemerintah dan masyarakat mau tidak mau akan menimbulkan 

permasalahan dimana masyarakat mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap 

besaran kompensasi yang ditawarkan oleh pemerintah. 

Pengadaan tanah untuk kepeningan umum diatur dalam Undang-undang 

nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk 

kepentingan umum,yang meliputi 4 tahapan yaitu: 

perencanaan,persiapan,pelaksanaan,dan penyerahan hasil. 

Masyarakat dapat melepaskan tanahnya kepada negara demi pembangunan 

untuk kepentingan umum dan negara wajib melakukan konsinyasi, namun dalam 

kenyartaannya masyarakat tidak mau melepaskan tanahnya jika yang melakukan 

pengadaan tanah dilakukan oleh swasta.seperti kasus pertahanan di komplek 

margahayu kencana di kabupaten bandung. 

Kasus pertanahan ini timbul karena adanya seseorang yang mengklaim 

bahwan tanah tersebut adalah miliknya sehingga ia melakukan permohonan pada 

pengadilan untuk melakukan penyitaan terhadap lahan tersebut,padahal tanah 

tersebut dikontrak oleh beberapa orang di tempat tersebut untuk beberapa tahun. 
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Selain itu, kembali terjadi perselisihan hukum antara PT. Lippo Karawaci 

Tbk. (PT LK) dan Tresna Hidayat yang sama-sama mengklaim kepemilikan hak 

milik (shm) atas sebidang tanah yang terletak di Desa Bencongan, Curug, 

Tangerang. Gugatan tersebut bermula dari permintaan resmi Tresna Hidayat 

kepada kantor pertanahan agar dilakukan pengukuran kembali atas properti yang 

diperolehnya. Kantor Pertanahan menolak mengambil tindakan karena wilayah 

tersebut merupakan wilayah hukum PT LK yang telah dilakukan penimbunan 

sehingga mengakibatkan kaburnya batas wilayah pertanahan. 

Contoh selanjutnya dari pembelian properti untuk kepentingan umum adalah 

perluasan jalan Ngaliyan-Mijen. Strategi tersebut telah diterapkan sejak tahun 

1996. Proyek perluasan jalan menjadi hal yang mendesak karena kemacetan arus 

lalu lintas di sepanjang jalur Ngaliyan-Mijen semakin meningkat. Proyek 

pelebaran jalan Ngaliyan-Mijen dimulai pada tahun 1996 dan mencakup proses 

negosiasi kompensasi dengan masyarakat, sehingga menghasilkan kesepakatan 

yang disepakati bersama. Tantangan yang terjadi dalam proses penetapan 

kompensasi antara lain kesulitan dalam mengidentifikasi jumlah dan jenis 

kompensasi secara tepat, serta lebar jalan. Upaya untuk mengatasi masalah ini 

dengan terlibat dalam diskusi dan strategi dengan koordinator residen. Saat 

memperoleh properti untuk tujuan pembangunan publik, penting untuk mematuhi 

peraturan dan regulasi yang relevan sebagai landasan. Pengerjaan Proyek 

Pelebaran Jalan Ngaliyan - Mijen Proyek pembangunannya belum selesai karena 

alokasi dana Pemkot melalui APBD tidak mencukupi. Selain itu, tantangan untuk 

memperoleh lahan telah mempersulit proses ini, dan beberapa individu belum 
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menerima kompensasi karena kurangnya pengetahuan tentang metode keberatan 

untuk mendapatkan penggantian. 

Berdarakan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk 

membahasnya yang berjudul : “Problematika Pencabutan Hak Atas Tanah Dalam 

Rangka Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Dilakukan Oleh 

Swasta”. 

 

 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas,permasalahan yang akan dibahas: 

 

1. Bagaimana pengaturan pencabutan hak atas tanah dan konsinyasi dalam 

rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilakukan swasta? 

2. Bagaiman akibat hukum pencabutan hak atas tanah dan konsinyasi dalam 

pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilakukan swasta? 

 

 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah: 

 

1. Untuk menganalisis pengaturan pencabutan hak atas tanah dan konsinyasi 

dalam pengadaan tanah untuk umum yang dilakukan oleh pemerintah dan 

swasta 
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2. Untuk menganalisis akibat hukum pencabutan hak atas tanah dan 

konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk umum yang dilakukan oleh 

swasta 

D. Manfaat penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan manfaat teoritis dan 

praktis. Berikut manfaatnya: 

1. Manfaat Teoretis 

a. Penulisan proposal penelitian ini bertujuan untuk memberikan 

informasi dan wawasan baru mengenai pencabutan hak milik oleh 

pihak swasta setelah pembelian tanah karena alasan umum. 

b. Harapannya, temuan penelitian ini dapat memberikan wawasan dan 

konsep yang berharga dalam bidang ilmu hukum. 

2. Manfaat Praktis 

a. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan 

berharga bagi masyarakat secara keseluruhan mengenai 

pelaksanaan pencabutan hak atas tanah. 

b. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi 

berharga kepada aparat penegak hukum dalam upayanya 

memberantas aktivitas pihak swasta yang terlibat dalam mafia 

tanah. 

c. Harapannya, temuan penyelidikan ini dapat bermanfaat bagi para 

sarjana di bidang hukum dan para profesional yang bekerja di 

industri hukum. 
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E. Kerangka Teori 

1. Teori Keadilan 

 

Hukum mengendaki perdamaian selaras dengan tujuan hukum oleh Van 

Apeldoorn.10 Undang-undang mengamanatkan perdamaian, yang dipelihara 

dengan menjaga hak-hak hukum dan kepentingan individu yang mungkin 

dirugikan dalam hal kehormatan, kemerdekaan, jiwa, dan harta benda. 

Kepentingan pribadi selalu berbenturan dengan kepentingan kesatuan manusia 

secara kolektif. 

Perbedaan kepentingan berpotensi meningkat menjadi konflik dan bahkan 

dapat meningkat menjadi peperangan, kecuali jika sistem hukum melakukan 

intervensi sebagai mediator untuk menjaga perdamaian. Sementara itu, hukum 

melindungi perdamaian dengan mempertimbangkan secara cermat 

kepentingan-kepentingan yang berlawanan dan mencapai keseimbangan yang 

harmonis. Pemerintah dapat berhasil mencapai tujuan-tujuannya jika mampu 

memupuk masyarakat yang adil dan kohesif. Keadilan tidak dipandang sama 

arti dengan persamarataan,keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang 

memperoleh bagian yang sama. 

Aristoteles mebedakan dua macam keadilan,yakni keadilan “distributif” 

dan keadilan “komulatif”. Keadilan distributive ialah keadilan yang 

memberikan kepada setiap orang pembagian menurut haknya masing- 

masing.ia tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama 

banyaknya bukan persamaan melainkan kesebandingan.keadilan komulatif 

 

10 Apeldoorn.Ibid 
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ialah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan 

tidak mengingat jasa-jasa peorangan.ia memegang peranan dalam tukar 

menukar dimana sebanyak harus terdapat persamaan antara apa yang 

dipertukarkan. 

 

 

 

2. Teori Negara Hukum 

 

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang bergantung 

satu sama lain dalam kehidupannya melalui hubungan yang saling 

menguntungkan. Manusia memiliki kecenderungan bawaan untuk hidup 

bersama dalam unit sosial. 

Ada banyak faktor yang mungkin menjelaskan mengapa individu 

berkumpul dan membentuk kelompok yang erat berdasarkan kepentingan 

bersama. Individu berkumpul dan membangun kolektifnya sendiri dengan 

kepentingan bersama tertentu. 

Terdapat suatu kehidupan yang bercirikan kesederhanaan karena 

anggota kelompok saling mengenal satu sama lain dan terdapat tingkat 

kerjasama yang tinggi dalam kelompok (disebut kelompok utama).11. 

Selain itu, terdapat kelompok-kelompok yang mempunyai ukuran besar 

dan struktur yang rumit karena banyaknya anggota yang kurang mengenal 

 

 

 

 

 

11 P Sibuea Hotma, ‘Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan Dan Asas-Asas Umum 

Pemerintahan Yang Baik’, Jakarta: Erlangga, 2010. 
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satu sama lain, sehingga mengakibatkan hubungan yang relatif lemah antar 

anggota kelompok (disebut kelompok sekunder).12
 

Terkait wacana masyarakat yang hidup berkelompok, salah satu 

cara manusia berkumpul untuk membentuk kelompok adalah melalui 

pembentukan negara. Negara adalah sejenis kelompok sekunder yang 

dicirikan oleh keanggotaannya yang sangat besar dan organisasi sosial 

yang luas. 

Aristoteles berpendapat bahwa tujuan akhir negara adalah untuk 

mencapai manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh rakyatnya, namun Plato 

menegaskan bahwa tujuan utama negara adalah untuk menjamin kepuasan 

para anggotanya. Agar suatu bangsa dapat terpelihara kestabilan dan 

kekuatannya, diperlukan suatu instrumen fundamental yang menjadi 

pedoman utama dalam penyelenggaraan urusan negara. 

Kehadiran hukum dalam seluruh aspek kehidupan manusia sangat 

penting bagi terbentuknya negara yang terorganisir dan masyarakat yang 

adil dan harmonis. Interaksi antar individu harus diatur oleh asas norma 

hukum dalam mengatur suatu bangsa. Standar hukum ini berasal dari 

kesepakatan bersama individu-individu yang membentuk suatu 

masyarakat, dan berfungsi sebagai pedoman perilaku bersama. 

Ketika norma ditetapkan dan diterima secara luas oleh masyarakat, 

maka norma tersebut langsung mengikat secara hukum dan berlaku bagi 

masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan suatu bangsa dipengaruhi 

 

12 ibid 
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oleh masyarakat yang terdiri dari jumlah penduduk yang besar dan 

beragam dengan kepentingan yang berbeda-beda. Hal ini memerlukan 

adanya undang-undang sebagai landasan fundamental negara. 

Indonesia merupakan bangsa yang sangat menjunjung tinggi 

penegakan peraturan hukum, sehingga menjadikan hukum sebagai salah 

satu aspek wajib dalam kehidupan bernegara. Klausul yang menyatakan 

“Negara Indonesia adalah negara hukum” dapat ditemukan pada pasal 1 

ayat (3) UUD 1945. Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi 

supremasi hukum dan menegakkan peraturan hukum bagi masyarakatnya. 

Hal ini sejalan dengan semboyan Cicero “Ubi societas ibi ius” yang 

bermakna bahwa hukum ada di mana pun ada masyarakat. 

Sifat kegiatan pemerintahan selalu berubah. Sebab, urusan 

pemerintahan apa pun yang awalnya bersifat opsional, tidak dapat tetap 

menjadi opsional tanpa batas waktu. Dapat dibayangkan bahwa sebagai 

akibat dari perubahan keadaan dan ekspektasi budaya, hal-hal yang 

bersifat diskresi dapat berubah menjadi hal yang bersifat wajib, dan 

sebaliknya. Alternatifnya, bisa saja Secara alami, suatu bidang aktivitas 

yang diklasifikasikan sebagai subjek yang jelas, karena kemajuan 

sepanjang waktu dan kebutuhan sosial, berubah menjadi topik pilihan 

pribadi, dan seterusnya.13 

fungsi sosial hak atas tanah memberi kewenangan kepada pemilik 

 

hak untuk mempergunakan kepemilikan atas tanah dalam batas-batas yang 
 

13 Iza Rumesten, Helmanida Helmanida, and Agus Ngadino, ‘Pengaturan Pembagian Urusan 

Pemerintahan; Kritik Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah’, Simbur Cahaya, 27.1 (2020), 134–55. 
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ditentukan oleh hukum, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat 

dan negara. Kepemilikan atas tanah bukan hanya merupakan hak tapi lebih 

dari itu merupakan fungsi sosial. Kondisi ini memunculkan konsekuensi 

adanya hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah dalam memanfaatkan 

tanah. Selain itu negara berkewajiban untuk melindungi tanah sebagai 

social asset dan capital asset untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.14 

3. Teori Kepastian Hukum 

 

Dalam kehidupan bermasyarakat, perlu adanya pedoman atau peraturan 

yang bersifat universal. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memasukkan 

berbagai kepentingan masyarakat ke dalam undang-undang yang luas ini. 

Meskipun ada upaya dari beberapa individu untuk memasukkan kepentingan 

masyarakat ke dalam peraturan umum untuk menjaga dan memajukan 

demokrasi, mengakomodasi kepentingan tertentu yang ada masih merupakan 

tantangan yang berat. 

Kenyataannya, dalam kehidupan kita sehari-hari, terdapat beberapa 

kepentingan publik yang muncul dan perlu diperhatikan. Hanya sejumlah kecil 

kepentingan berbeda yang muncul. Hal-hal seperti ini tetap harus 

diperhitungkan dalam peraturan yang menyeluruh, dan dalam masyarakat 

masa kini, banyak kekhawatiran masyarakat yang diungkapkan melalui 

peraturan luas yang disebut undang-undang.15 

 

14 Triana Rejekiningsih, ‘Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu 

Tinjauan Dari Teori, Yuridis Dan Penerapannya Di Indonesia)’, Yustisia Jurnal Hukum, 5.2 

(2016), 298–325. 
15 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Prenada Media, 2021). 
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Norma hukum, baik berupa undang-undang maupun hukum adat, 

mencakup asas-asas luas yang berfungsi sebagai pedoman bagi individu dalam 

berperilaku dalam masyarakat. Aturan-aturan ini berfungsi sebagai prinsip 

untuk hubungan antarpribadi dan interaksi masyarakat. 

Prinsip-prinsip ini membatasi kemampuan masyarakat untuk mengambil 

tindakan terhadap individu. Kehadiran undang-undang yang mengatur 

penerapan prinsip-prinsip ini menjamin kejelasan hukum. Kepastian hukum 

dapat dipahami dalam dua cara berbeda: 

1) Adanya asas universal membuat masyarakat dapat memahami 

kegiatan yang boleh dan dilarang. 

2) Aturan umum memberikan perlindungan hukum kepada individu 

terhadap tindakan sewenang-wenang pemerintah, karena aturan 

tersebut memperjelas sejauh mana negara dapat memaksakan 

kewenangannya kepada individu.16 

 

 

4. Teori Perlindungan hukum 

 

Keberadaan hukum dalam masyarakat bertujuan untuk 

mengintegrasikan dan menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang 

saling bertentangan. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan harus 

mempunyai kapasitas untuk memuat hal tersebut guna meminimalkan 

konflik kepentingan. Terminologi hukum dalam bahasa Indonesia menurut 

 

16 Ibid., hlm.137. 
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definisi KBBI adalah peraturan atau adat istiadat yang secara resmi diakui 

wajib dan dikukuhkan oleh otoritas atau pemerintah. Peraturan, undang- 

undang, dan standar ini dibuat untuk mengatur kehidupan sosial dalam 

masyarakat. Selain itu, terminologi hukum mencakup aturan-aturan yang 

berkaitan dengan peristiwa alam tertentu, serta keputusan atau penilaian 

yang dibuat oleh hakim di pengadilan.17 

Perlindungan hukum mencontohkan peran hukum dalam 

mewujudkan keadilan, ketertiban, kepastian, kemaslahatan, dan 

perdamaian. Berikut ini adalah pandangan-pandangan yang dikemukakan 

oleh banyak ahli mengenai perlindungan hukum: 

1. Setiono mengartikan perlindungan hukum sebagai tindakan 

proaktif yang dilakukan untuk melindungi masyarakat dari 

tindakan sewenang-wenang penguasa yang menyimpang dari 

asas negara hukum. Tujuan utamanya adalah untuk 

membangun ketertiban dan perdamaian, memungkinkan 

individu untuk sepenuhnya merangkul martabat kemanusiaan 

yang melekat pada diri mereka. 

2. Satjito Rahardjo mengartikan perlindungan hukum adalah 

pemberian kewenangan Hak Asasi Manusia kepada seseorang 

untuk menjamin kepentingannya. 

3. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah proses 

pengamanan seseorang dengan cara mempertemukan kaitan 

 

17 Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Edisi kedua, cet. 1,(Jakarta: Balai Pustaka, 1991) Hal 595 
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antara nilai-nilai atau norma-norma yang diungkapkan melalui 

sikap dan perilaku, guna terciptanya ketertiban dalam 

pergaulan sosial antar masyarakat. 

Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang adalah 

upaya yang disengaja yang dilakukan oleh individu, lembaga pemerintah, atau 

lembaga swasta untuk menjamin, mengatur, dan memajukan kesejahteraan 

individu sesuai dengan hak asasi manusia yang telah ditetapkan, sebagaimana 

dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2019. 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia. 

Pada hakikatnya perlindungan hukum tidak membeda-bedakan berdasarkan 

gender. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila wajib memberikan 

perlindungan hukum kepada warga negaranya. Perlindungan ini sangat penting 

untuk mengakui dan menjaga hak asasi manusia individu dan masyarakat secara 

keseluruhan dalam kesatuan negara yang menjunjung tinggi rasa kekeluargaan, 

yang pada akhirnya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. 

F. Metode Penelitian 

 

Teknik penelitian adalah alat mendasar yang digunakan dalam kemajuan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni dengan tujuan mengungkap kebenaran secara 

sengaja, metodis, dan konsisten.18 
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1. Jenis Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif. 

Pendekatan penelitian normatif melibatkan studi norma-norma hukum yang 

terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan standar-standar masyarakat. 

Caranya dengan menganalisis bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber 

utama penelitian. Penelitian normatif, sering disebut penelitian hukum 

perpustakaan, adalah proses yang digunakan dalam penelitian hukum yang 

melibatkan peninjauan item perpustakaan yang ada. Soerjono Soekanto 

mengartikan pendekatan normatif sebagai suatu metode penelitian hukum yang 

melibatkan analisis bahan-bahan pustaka atau sumber-sumber sekunder untuk 

mendapatkan informasi bagi suatu penelitian. Hal ini melibatkan pencarian aturan 

dan literatur yang relevan dengan subjek yang diselidiki.19 Kajian normatif 

menyelidiki pelaksanaan aktual atau penerapan peraturan hukum yang 

menguntungkan dalam semua kejadian hukum, khususnya dalam konteks 

pengadaan tanah untuk kepentingan umum. 

2. Pendekatan Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yang berbeda: pendekatan 

legislatif dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan metodologi 

perundang-undangan untuk menyelidiki pemanfaatan peraturan perundang- 

undangan dalam pencabutan hak atas tanah selama proses perolehan properti 
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untuk kepentingan umum.20 Dalam hal ini, pendekatan kasus mengacu pada 

konseptualisasi kasus hukum sebagai perilaku aktual dan produk hukum.21 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

 

Untuk melakukan penelitian hukum normatif perlu diperoleh bahan-bahan 

hukum yang sesuai. Sumber-sumber tersebut dapat diperoleh melalui penelitian 

kepustakaan, yaitu dengan mempelajari literatur yang mencakup peraturan 

perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian, serta buku-buku dan 

jurnal terbitan atau artikel yang memberikan teori-teori pendukung. Hipotesis 

yang digunakan dalam penyelidikan ini. Berbagai dokumen hukum sangat penting 

sebagai bahan pendukung untuk melakukan penyelidikan ini. Dokumen hukum 

tersebut antara lain sebagai berikut: 

1. Bahan Hukum Primer 

 

Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan 

terdiri dari: 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

 

b) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 LN. 

 

1960/No. 104 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, 

TLN No.2043 tambahan Lembaran Negara Nomor 2043). 

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1961 

Tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda yang 

ada diatasnya 

 

20 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana (Jakarta, 2005). 
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d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 

Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum 

e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 

2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 

 

 

2. Bahan Hukum Sekunder 

 

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum pelengkap yang 

berkaitan erat dengan dokumen hukum utama. Mereka bertujuan membantu 

pemahaman dan analisis bahan hukum primer. Contoh bahan hukum sekunder 

antara lain buku, literatur, dan karya ilmiah di bidang hukum yang relevan dengan 

kajian yang dilakukan. 

3. Bahan Hukum Tersier 

 

Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum pelengkap yang 

menyempurnakan bahan hukum dasar dan sekunder dengan memberikan wawasan 

dan pemahaman lebih jauh terhadap teks-teks hukum lainnya. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 

Untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan bagi penelitian hukum 

normatif, hendaknya memperoleh bahan hukum melalui studi kepustakaan. Studi 

literatur sebaiknya fokus pada peraturan perundang-undangan yang relevan 
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dengan topik penelitian, serta buku dan jurnal atau artikel yang memberikan 

dukungan terhadap teori yang digunakan dalam penelitian ini. 

5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian 

 

Analisis unsur hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan penalaran deduktif. Sumber penelitian yang diperoleh 

menggunakan varians dan mencakup pemeriksaan penelitian kepustakaan, 

peraturan perundang-undangan, dan makalah yang membantu dalam penafsiran 

standar yang relevan. Selanjutnya, sumber-sumber penelitian menjalani 

pengolahan dan analisis guna mengatasi kesulitan-kesulitan yang diteliti. 

6. Teknik Analisis Bahan Hukum 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan silogisme dalam menganalisis 

bahan hukum. Philipus M Hudjon berpendapat bahwa penalaran hukum terdiri 

atas premis mayor yaitu norma hukum dan premis minor yaitu kenyataan 

hukum.22 

7. Teknik Penarikan Kesimpulan 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif untuk membuahkan 

hasil, yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip atau hukum-hukum umum pada 

contoh-contoh individual dan spesifik, khususnya kesulitan-kesulitan hukum 

faktual yang nyata. Dalam deduksi terjadi proses konkretisasi (hukum). Sebab, 

temuan hukum dinyatakan dalam bentuk nilai, asas, konsep, dan norma hukum 

yang lazimnya dirumuskan sebagai kaidah hukum positif. Aturan-aturan ini 

 

22 Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana.Op.Cit Hlm.47 
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kemudian dijabarkan dan diterapkan untuk mengatasi permasalahan hukum 

tertentu. Hasilnya, diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan hukum 

awal. 
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